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Mengingat 

BUPATI JEMBRANA 
PERATURAN BUPATI JEMBRANA 

NOMOR H TAHUN 2005 

TENTANG 

KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM 
DI KABUPATEN JEMBRANA 

BUPATI JEMBRANA 

a. bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM terhitung mulai tanggal I Maret 
2005, Tanif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana tidak 
sesuai lagr, 

b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan 
Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana dan sebagai upaya 
peningkatan mutu pelayanan maka tarif Angkutan Penumpang Umum perlu 
disesuaikan dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan 
masyarakat luas serta kelangsungan usaha Penyedia Jasa Angkutan (mum; 

c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, dipandang perlu mengadakan 
penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum yang dietapkan dengan 
Peraturan Bupati 

I Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah  
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara- Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 
Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2721 ); 

3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2721), 

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); · 

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 



Menetapkan 

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keu~ngan 
antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438 ), 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Seb agian 
Urusan Pemermntah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada 
Oaerah Tk. I dan Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 26: Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3410), 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

I0. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Leinbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) 

IL. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4022 ), 

I Keputusan Presiden Nomor I8 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemermntah, 

L3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
17/KMK.013/1991 tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya luran 
Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Alat Angkutan 
Penumpang Um um di Oarat, Pemiran Pedalaman, Laut dan Udara; 

14. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 35 Tahun 
2003 tentang Penylenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan 
Umum, 

15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2004 tertanggal 15 Desember 
2004 te tang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum; (Berita Daerah 
Propinsi Bali Tahun 2004 Nomor 2), 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG KETENTUAN TARIF 
ANGKUAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN JEMBRANA 

Pasal I 

(I). Menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten 
Jembrana untuk Angkutan Pedesaan dan Mobil Penumpang Umum 
menurut trayek. 

(2). Tarif Angkutan Penumpang Umum dimaksud ayat (I) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
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Pasal 2 

Tanif tersebut Pasal l sud.ah termasuk Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan 
Penumpang Jasa Raharja 

Pasal 3 

(I). Dengan berlakunya Peraturan imi maka Keputusan Bupati Jembrana 
Nomor 478 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang Tarif 
Angkutan penumpang Umum di Kabupaten Jembrana dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana 

kan di Negara 
I22 Mare1 2005 

RANA, 

Diundangkan di Negara 
pada tanggal 22 Maret 2005 
SEKRETARIS DAERAH KAB'PA TEN JEMBRANA, 

Uvv 

LGDESUINAY4 
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 
TAHUN 2005 NOMOR 1H 



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JEMBRANA 
NOMOR II TAHUN 2005 
TANGGAL: 22 MARET 2005 
TENTANG KETENTUAN TARIF ANGKUTAN UMUM 

DI KABUPATEN JEMBRANA 
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Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Jembrana 
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28 T.Negara-Batu Aguns-Palungan Batu 60 

25 T.Negara-Perancak 19 2432 60 
26 T.Negara-Berambang l "l- t"?'/ ! }"t"""l 
27 TNegara-Dewasana 60 

24 TNerara-Penambengan 10 1940 60 
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[9 T.Negara-Melaya-Blimbingsari j ?o , 2.838, 9 } =E" 
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[Io TN~para-Yeh Embang Munduk Agre 22j 2926, ?' 
[ TNegara-Yeh sumbut-Banjar Bangli 1 23 2921] 60 
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